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Akta Notaris adalah sebuah akta autentik memiliki fungsi yang penting dalam
kehidupan bermasyarakat. Notaris tidak dapat dilepaskan dari perbuatan yang menyimpang
atau perbuatan yang melawan hukum. Notaris harus siap jika sewaktu-waktu dijadikan pihak
yang terlibat dalam perkara bidang hukum perdata maupun pidana, yang diakibatkan dari
produk hukum yang dibuatnya. Salah satu Akta yang dibuat oleh Notaris yaitu Akta Perjanjian
Kredit. Didalam penulisan akta terkadang terdapat kesalahan penulisan sehingga
mengakibatkan terjadinya Renvoy. Istilah Renvoy itu sendiri yaitu pembetulan kesalahan tulis
atau kesalahan ketik yang terdapat dalam Minuta Akta yang telah ditandatangani.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu berusaha mengungkap aspek
hukum dalam keabsahan renvoi terhadap perjanjian kredit yang di buat oleh Notaris.
Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-udangan dan pendekatan
normatif. Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang dapat
diklasifikasi kedalam data bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Dari hasil penelitian diketahui Pengaturan atas renvoi diatur dalam Undang-Undang
Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 50 ayat (1) sampai (4), dimana yang diatur adalah
ketentuan untuk melakukan renvoi pada Minuta Akta. Sedangkan, pada praktiknya renvoi bisa
saja terjadi ketika Salinan Akta sudah dikeluarkan. Dalam hal merenvoi pada salinan, Undang-
Undang Jabatan Notaris dirasakan belum cukup mengatur secara rinci mengenai ketentuan
untuk itu. Renvoi tersebut dapat bersifat tidak substantif maksudnya adalah kesalahan kecil
dalam bentuk salah tulis dan/atau salah pengejaan. Dengan kata lain, tidak dibetulkannya
kesalahan tersebut sekalipun, tidak mempengaruhi akta maupun penghadap yang bersangkutan.
Selain itu, renvoi dapat bersifat substantif, yang dapat menimbulkan perbedaan makna dan
penafsiran atau bahkan mengubah kedudukan penghadap yang terkait dalam akta. Hal ini tidak
akan memberikan akibat hukum apapun, sebab perubahan yang terjadi tidak akan merubah
makna dan penafsiran. Sedangkan, bila sifatnya substantif, Notaris dapat juga membuat Akta
Berita Acara namun harus menghadirkan kembali para penghadap, sebab dapat memberikan
makna dan penafsiran yang berbeda. Akta Berita Acara dibuat tanpa kehadiran para penghadap,
dapat menimbulkan akibat hukum di kemudian hari jika salah satu pihak merasa dirugikan.
Untuk selanjutnya, mengenai akibat hukum itu akan diputuskan oleh hakim di pengadilan.
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Notary deed is an authentic deed that has an important function in social life. Notaries
cannot be separated from deviant acts or acts that are against the law. Notaries must be ready
if at any time they are made a party involved in cases in the field of civil and criminal law,
resulting from the legal products they make. One of the deeds made by a notary is the credit
agreement deed. In writing the deed, sometimes there are writing errors that result in Renvoy.
The term Renvoy itself is the correction of writing errors or typos contained in the signed
Minutes of Deed.

This research is a normative legal research, which is trying to uncover the legal aspects
of the validity of the renvoi against the credit agreement made by the Notary. The research
approach used is a statutory approach and a normative approach. The type of data collected in
this study is secondary data, which can be classified into primary, secondary and tertiary legal
material data.

From the results of the research, it is known that the arrangement for renvoi is regulated
in the Act of Notary Position Number 2 of 2014 Article 50 paragraphs (1) to (4), where what is
regulated is the provision to make renvoi on the Minutes of Deed. Meanwhile, in practice, a
renvoi may occur when a copy of the deed has been issued. In terms of reviewing copies, it is
felt that the Law on the Position of Notary is not sufficient to regulate in detail the provisions
for that. The invoice can be non-substantive, meaning it is a small error in the form of a typo
and/or misspelling. In other words, even if the error is not corrected, it does not affect the deed
or the person concerned. In addition, the renvoi can be substantive in nature, which can lead
to different meanings and interpretations or even change the position of the parties involved in
the deed. This will not give any legal consequences, because the changes that occur will not
change the meaning and interpretation. Meanwhile, if it is substantive in nature, the Notary can
also make a Deed of Minutes but must bring back the appearers, because it can give different
meanings and interpretations. The Deed of Minutes is made without the presence of the
presenters, it can lead to legal consequences in the future if one of the parties feels aggrieved.
Henceforth, the legal consequences will be decided by the judge in court.
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